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MOTO 

 

Memahami pajak adalah hal yang paling sulit dimengerti di dunia ini. ( the hardest 

thing to understand in the world is the income tax)*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Albert Einstein (1879-1955), sumber: surat dari Leo Mattersdorf di Time    

magazine 
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RINGKASAN 

Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua 

pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Cabang Jember; Sheila 

Alifanny, 140903101017; 2017; 59 halaman; Program Studi DIII Perpajakan Jurusan 

Ilmu Administrasi Fakulltas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang Jember, pada tanggal 01 

Maret 2017 sampai 31 Maret 2017. Tujuan Praktek Kerja Nyata (PKN)  adalah untuk 

mengetahui dan memahami Prosedur Penetepatan Tarif Pajak Penghasilan Atas 

Pencairan Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Cabang Jember.  

Kegiatan dalam Praktek Kerja Nyata ini dengan mempelajari unsur-unsur yang 

berkaitan dengan pajak penghasilan sebagaimana yang telah dijelaskan pada salah satu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, 

Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, yang 

mengatur penetapan tarif pajak penghasilan pada pengajuan pencairan jaminan hari tua. 

Penulis mempelajari tentang mengapa adanya penetapatan atas pengajuan pencairan 

jaminan hari tua tersebut.  

Adanya penetapan yang dilakukan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan ini 

dikarenakan pada iuran jaminan hari tua yang dibayarkan oleh pemberi kerja sejumlah 

3,7% dari upah pokoknya merupakan penghasilan tambahan berupa tabungan hari tua 

bagi pekerja perusahaan tersebut. Namun pembeda antara jaminan hari tua dengan 

jaminan pension terletak pada usia pengambilan jaminan. Bila pada jaminan pension 

hanya dapat diambil pada saat usia pekerja memasuki usia pension atau rata-rata 56 

tahun, sedangkan jaminan hari tua juga merupakan tabungan hari tua namun saat 

pengambilannya tidak terpaut oleh usia peserta penerima, penerima jaminan hari tua 
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dapat mengambil dana tersebut jika pekerjaan peserta terhenti karena berbagai sebab, 

seperti cacat total tetap, meninggal dunia atau berhenti bekerja (PHK, mengundurkan 

diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya). Pada Pembayaran manfaat 

jaminan hari tua dapat diambil sekaligus apabila peserta telah berhenti kerja (dengan 

masa tunggu 1 (satu) bulan) dan dapat di ajukan pada kantor badan penyelenggara 

jaminan sosial ketenagakerjaan di mana pun. Serta menggunakan With Holding System 

yaitu pemungutan dan pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu subjek 

pajak dalam negeri antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, 

Bendaharawan Pemerintah ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah 

ditunjuk oleh  Direktorat Jenderal Pajak. 

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 408/UN.25.1.2/SP/2017, Program 

Studi Diploma III Perpajakan,Ilmu Administrasi,  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 

Politik, Universitas Jember 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan nasional saat ini merupakan suatu kegiatan yang 

berlangsung terus menerus hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat Indonesia sendiri. Pembangunan ini tidak terlepas dari adanya 

dukungan pemerintah salah satunya berupa pendanaan. Pendapatan Negara dalam 

postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 berdasarkan 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia ditetapkan jumlah pendapatan Negara 

sebesar Rp 1.750,3 trilliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 

1.489,9 trilliun, penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 250 trilliun, dan 

penerimaan hibah sebesar Rp1,4 trilliun. Pendapatan Negara terbesar terletak pada 

potensi perpajakan termasuk pada program Amnesti Pajak dan penerimaan dari 

sumber-sumber pajak baru. 

Pajak sendiri memang merupakan penyumbang dana terbesar yang diharapkan 

dapat mengurangi ketergantungan negara terhadap hutang luar negeri. Serta merupakan 

salah satu usaha untuk  mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam 

pembiayaan pembangunan. Definisi Pajak menurut Feldmann dalam Resmi (2013:2), 

Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa 

(menurut norma-norma yang ditetapkannya seacara umum), tanpa adanya 

kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran 

umum. Demikian pendapatan negara untuk melakukan pembenahan daerah maupun 

perkotaan terdapat dari iuran bersama masyarakat Indonesia, berupa pajak yang 

dibayarkan setiap bulan maupun tahun berjalan. Hal tersebut berguna untuk 

mensejahterakan dan memberi kemakmuran bagi rakyat bersama. Peraturan 

perundang-undang pun tidak terlepas guna mengatur tentang pajak, peraturan yang 

mengatur tentang pajak penghasilan yaitu, Undang- undang No. 7 Tahun 1984 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. 

Berdasarkan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) ada beberapa jenis pajak yang dapat 

dipungut dan dipotong oleh pemerintah menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 

diantaranya adalah: 

a. Pajak Bumi dan/atau Bangunan (PBB); 

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN); 

c. Bea Materai; 

d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB);dan 

e. Pajak Penghasilan (PPh), dan yang sering kita dengar meliputi Pajak Penghasilan 

Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan pasal 23;dan Pajak 

Penghasilan Pasal 4 ayat 2. 

Dukungan yang lain dalam pembangunan Negara juga tak terlepas dari sumber 

daya manusia. Sebagimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa “Tiap-tiap warga Negara 

berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’’. Setiap manusia 

baik pria maupun wanita berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tenaga 

kerja manusia merupakan aspek penunjang pembangunan bangsa yang tidak bisa 

dipungkiri keberadaanya. 

Ada beberapa hal yang sangat memprihatinkan saat ini yaitu jumlah tenaga 

kerja yang diperlukan tidak sebanding dengan jumlah penduduk Indonesia yang siap 

bekerja dengan berbekal gelar dan kemampuan masing-masing, hal tersebut 

menimbulkan masalah penggangguran yang cukup mengganggu pemerintah Indonesia 

saat ini. Beberapa survei menjelaskan jumlah penduduk Indonesia yang siap kerja 

dengan penggangguran yang ada menimbulkan kesenjangan sosial. Permasalahan ini 

masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah untuk mengatasinya.  

Saat ini pemerintah pun telah  memberikan fasilitas berupa asuransi sosial bagi 

para tenaga kerja demi menjamin keselarasan pekerja sendiri, menurut  Undang-

Undang Nomor 40 Tahun 2004 asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan 

dana yang bersifat wajib, yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas 
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resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya. Pada 

asuransi sosial terdapat Jaminan sosial, Jaminan Sosial merupakan salah satu bentuk 

perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan 

dasar hidupnya yang layak.  

Maka itu perlindungan terhadap tenaga pekerja pun dimaksudkan untuk 

keberlangsungan hidup tenaga kerja serta keluarganya. Kesetaraan dalam memberikan 

perlindungan sangat diharapkan tenaga kerja agar dalam melaksanakan pekerjaan 

selalu merasa aman dan tentram. Perlindungan yang diberikan pada tenaga kerja sesuai 

tingkat resiko kecelakaan kerja yang berbeda-beda. Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial harus dibentuk dengan undang-undang adalah Perusahaan Perseroan (Persero) 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK/ BPJS KETENAGAKERJAAN), 

Perusahaan Perseroan (Persero) Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 

(Taspen), Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ASABRI), dan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi 

Kesehatan Indonesia (ASKES/ BPJS KESEHATAN). Maksud dari Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial itu adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan Program Jaminan Sosial.    

Pemerintah pusat maupun daerah juga berperan dalam asuransi sosial ini 

dengan memberikan peraturan pemeritah yang saat ini mewajibkan setiap perusahaan 

mendaftarkan seluruh karyawan, untuk mengikuti program-program jaminan sosial 

yang ditawarkan guna memfasilitasi para pekerjanya agar nyaman melakukan 

pekerjaannya. Pemerintah juga mempermudah segala keperluan administrasi guna 

mendaftarkan bagi tenaga kerja yang akan menjadi peserta jaminan sosial dan maupun 

mencairkan jaminan tersebut.  

Tempat yang memberikan program jaminan sosial kepada para tenaga kerja 

salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

cabang Jember yang mencakup wilayah kerja Jember, Lumajang dan Bondowoso. 

Merupakan badan yang berada dibawah naungan langsung Presiden Republik 
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Indonesia ini telah memiliki jumlah peserta aktif hingga sampai 11 April 2017 pada 

wilayah Jember dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Jumlah Tenaga Kerja yang menjadi Peserta Aktif pada Kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  Cabang Jember untuk 

Wilayah Jember. 

Jenis Tenaga Kerja Jumlah Tenaga Kerja 

Bukan Penerima Upah (BPU) 8.671 orang peserta 

Penerima Upah (PU) 50.082 orang peserta 

dari 5760 perusahaan 

Sumber:Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan  Cabang Jember (11 April 2017) 

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  cabang 

Jember memiliki jumlah peserta dengan data terakhir 11 April 2017, untuk Bukan 

Penerima Upah (BPU) adalah 8.671 orang peserta, dan untuk Penerima Upah (PU) 

adalah 50.082 orang peserta dari 5.760 perusahaan.  

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan mempunyai 4 (empat) 

program jaminan, yaitu: 

a. Jaminan Kecelakaan Kerja, yang memprioritaskan resiko tenaga kerja yang 

mengalami kecelakaan kerja dan dapat diambil sewaktu kejadian tersebut terjadi; 

b. Jaminan Kematian, perlindungan terhadap pekerja yang meninggal dunia dan  

jaminan ini diberikan kepada ahli waris yang ditinggalkan;  

c. Jaminan Hari Tua, dapat diambil saat telah berhenti kerja meski belum berusia 56 

tahun; 

d. Jaminan Pensiun, untuk pengambilannya hanya bila usia pekerja telah memasuki 

usia 56 tahun.  

Ketentuan umur pensiun peserta ditentukan  sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. 
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Adapun perlindungan yang menjamin masa hari tua tenaga kerja salah satunya 

adalah Jaminan Hari Tua, Jaminan Hari Tua sendiri merupakan perlindungan untuk 

pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk menghadapi masa tua dalam 

bentuk tabungan. Program Jaminan Hari Tua (JHT) yang dapat dikatakan sebagai 

program penghimpun dan yang ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan 

oleh peserta, terutama bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai 

sebab, seperti cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau 

berhenti bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk 

selama-lamanya).  

Iuran Jaminan Hari Tua yang ditanggung pemberi kerja atau perusahaan yang 

memberi penghasilan sejumlah 3,7% dari upah pokok dan iuran yang harus dibayar 

oleh pekerja sendiri sebesar 2% dari upah pokok atau berdasarkan nominal tertentu 

sesuai dengan kelompok upah yang dilaporkan.  Pada pembayaran iuran jaminan ini 

bukan menggunakan gaji pokok melainkan upah, upah sendiri merupakan gaji pokok 

yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang diterima dan upah tersebut dapat 

berubah-ubah sesuai kondisi peserta. Dikarenakan jaminan hari tua ini  dapat diambil 

setelah 1 (satu) bulan masa bekerja berakhir pada kantor Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan di cabang maupun pusat  manapun. 

  Banyak pekerja yang masih belum mendapatkan pekerjaan kembali, ingin 

mencairkan tabungan jaminan hari tua mereka sebagai uang pegangan sementara untuk 

keberlangsungan hidup mereka sebelum mendapatkan pekerjaan kembali. Karena ada 

fasilitas tersebut dari tahun ke tahun pencairan jaminan hari tua mengalami 

peningkatan yang cukup besar. Jumlah kenaikan pencairan Jaminan Hari Tua dapat 

dilihat pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 Besaran kasus pencairan Jaminan Hari Tua pada kantor Badan 

Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember   

Tahun Jumlah Kasus Klaim Jumlah Nominal 

(dalam Rupiah) 

2015 9.923 kasus  54.055.407.350 

2016 11.853 kasus 67.792.259.940 

Sumber: Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan  Cabang Jember 2017 

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  cabang 

Jember, pencairan Jaminan Hari Tua pada tahun 2015 adalah 9.923 kasus dengan 

jumlah nominal Rp 54.055.407.350, dan untuk tahun 2016 adalah 11.853 kasus dengan 

jumlah nominal Rp 67.792.259.940. Dilihat dari uraian tersebut terjadi kenaikan dalam 

kurung waktu 2 (tahun) terakhir dari tahun 2015-2016. 

Berdasarkan uraian tersebut dalam pencairan jaminan hari tua juga dapat 

ditetapkan dan dikenai tarif pajak bagi subjek pajak, jika sesuai tata cara pemotongan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, 

Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus, karena 

merupakan penghasilan tambahan bagi penerima pencairan tersebut. Penambahan 

penghasilan tersebut merupakan penghasilan berupa iuran yang dibayarkan pemberi 

kerja dan dapat dikatakan sebagai penghasilan lain diluar penghasilan pokok atau upah 

pokok pekerja itu. Didalam tabungan Jaminan Hari Tua akan diproses dan mengalami 

pengembangan sebesar 6-8% , persentase tersebut akan ditentukan oleh kantor pusat 

sesuai peraturan pusat dan tiap bulannya berbeda-beda.  

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktek Kerja nyata ini 

membahas tentang penetapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas pencairan jaminan hari 

tua. Tarif pajak yang digunakan salah satunya merupakan tarif pajak penghasilan pasal 

21 atas penghasilan berupa jaminan hari tua. Adapun  hal pengambil pokok bahasan 

jaminan hari tua, dikarenakan jaminan hari tua sendiri merupakan penghasilan yang 
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dibayarkan sekaligus oleh badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja kepada 

orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yag telah ditentukan atau keadaan lain 

yang ditentukan dan tidak terpaku oleh umur peserta, serta jumlah kasus pengambilan 

pencairan atas jaminan hari tua sangat banyak. Sistem yang dipakai pada Pajak 

Penghasilan Pasal 21 ini termasuk dalam With Holding System yaitu pemungutan dan 

pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga yaitu subjek pajak dalam negeri 

antara lain Wajib Pajak Badan, Perorangan, Pemberi Kerja, Bendaharawan Pemerintah 

ataupun subjek pajak dalam negeri lainnya yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal 

Pajak. Serta sistem pemotongan yang dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan melalui sistem online Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan sendiri yaitu Sistem Informasi Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

(SIJSTK). 

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui bagaimana prosedur pengajuan 

pencairan jaminan hari tua yang dimana pencairan tersebut dikenai dengan tarif pajak. 

Akan dibuat Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja Nyata  dengan judul “ Prosedur 

Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari Tua pada 

Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  Cabang 

Jember”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka akan diajukan rumusan 

masalah yaitu: Bagaimana Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan 

Jaminan Hari Tua (JHT) pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan  Cabang Jember? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun tujuan dilaksanakannya Prakatek Kerja Nyata yaitu: Mengetahui 

Prosedur Mengenai Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan Jaminan Hari 
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Tua (JHT) Pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan 

Cabang Jember. 

 

1.3.2 Manfaaat Praktek Kerja Nyata 

Manfaat Praktek Kerja Nyata yaitu : 

a. Bagi Mahasiswa 

1) Menjadikan sarana latihan kerja dan penerapan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dibangku kuliah, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan-

kegiatan Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan  cabang Jember; 

2) Memperdalam dan meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan wawasan di 

lapangan mengenai dunia kerja khususnya di dunia pelayanan jaminaan sosial 

dan keuangan serta perpajakan. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Merupakan sarana untuk menjembatani antar perusahaan atau instansi dan 

Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik bersifat akademisi 

maupun besrsifat organisasi; 

2) Membantu dalam membentuk jiwa kerja yang unggul serta cara menghadapi 

etos kerja yang disiplin agar menjadi pekerja yang professional. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Prosedur dan Penetapan  

2.1.1 Pengertian Prosedur 

Mulyadi (1997:6) mengemukakan prosedur adalah suatu kegiatan klerikal, 

biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat 

untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi 

berulang-ulang. 

 

2.1.2 Pengertian Penetapan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penetapan adalah proses, cara, 

perbuatan menetapkan; penentuan; pengangkatan (jabatan dan sebagainya); 

pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya) http://kbbi.kata.web.id/arti-kata-

penetapan-kamus-bahasa-indonesia-kbbi.html (Diakses pada 17 April 2017).  

 

2.2 Perpajakan  

2.2.1 Pengertian Pajak 

Soemitro dalam Mardiasmo (2013:1) mendefinisikan, pajak sebagai iuran 

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tidak mendapatkan jasa-jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Adapun definisi pajak menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2013:1), Pajak 

sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perubahan yang memberikan kedudukan 

tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah 

serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, 

untuk memelihara kesejahteraaan secara umum. 
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2.2.2  Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2013:1), yaitu : 

a. Fungsi Anggaran (Budgetair), pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. 

b. Fungsi Mengatur (Regulerend), pajak sebagai alat untuk mengatur 

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: 

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi masyarakat mengkonsumsi minuman keras; 

2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif; 

3) Tarif pajak ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk indonesia di 

pasaran dunia. 

 

2.2.3 Jenis Pajak 

Menurut Resmi (2013:7) Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) adalah sebagai berikut: 

a. Menurut Golongannya 

1) Pajak Langsung 

Pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Tidak Langsung 

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang 

lain. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

b. Menurut Sifatnya 

1) Pajak Subjektif 

Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan Wajib Pajak. 
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Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) 

2) Pajak Objektif 

Pajak yang berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan 

Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang 

Mewah (PPnBM) 

c. Menurut Lembaga Pemungutanya 

1) Pajak Negara (Pajak Pusat) 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai 

rumah tangga Negara; 

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak 

Provinsi) maupun daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan 

untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.  

Contoh: Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan 

di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan bermotor dan kendaraan di atas Air 

, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak Pengambilan dan 

Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pajak Kabupaten/ kota 

meliputi Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan 

Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak sarang 

Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea 

perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

 

2.2.4 Cara Pemungutan Pajak 

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa cara menurut Waluyo dan Ilyas 

(2003:17) sebagai berikut: 
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a. Stelsel Pajak 

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, yaitu: 

1) Stelsel nyata (Riil stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 

pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah 

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui.  Kelebihan stelsel ini 

adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahan adalah pajak baru dapat 

dikenakan pada akhir periode (setelah hasil rii diketahui) 

2) Stelsel Fiktif  

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-

undang, sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 

sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya 

pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah 

pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. 

Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 

sesungguhnya. 

3) Stelsel Campuran  

Merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada wal 

tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada 

akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut 

anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula 

sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.  

b. Sistem Pemungutan Pajak 

1) Official Assesment System 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewang kepada 

pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang. 

Ciri-ciri Official Assesment System: 

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus; 
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b) Wajib pajak bersifat pasif; 

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 

2) Self assessment system 

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, 

kepercayaan, tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menghitung. 

Memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang 

harus dibayar.  

3) Withholding system 

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada 

pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang 

oleh wajib pajak.  

 

2.2.5 Teori Pajak 

Menurut Resmi (2013:5) beberapa teori yang mendukung hak negara untuk 

memungut pajak dari rakyatnya, antara lain: 

a. Teori Asuransi 

Teori ini menyatakan bahwa negara bertugas untuk melindungi orang dan 

segala kepentingannya, meliputi keselamatan dan keamanan jiwa, dan juga 

harta bendanya. Seperti halnya dalam perjanjian asuransi (pertanggungan), 

untuk melindungi orang dan kepentingan tersebut diperlukan pembayaran 

premi. Beberapa pakar menentang bahwa pembanding antara pajak dan 

perusahaan asuransi tidaklah tepat, karena dalam hal timbul kerugian, tidak ada 

penggantian secara langsung dari negara, dan antara pembayaran jumlah pajak 

dengan jasa yang diberikan oleh negara tidaklah terdapat hubungan langsung. 

b. Teori Kepentingan  

Teori ini awalnya hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus 

dipungut dari seluruh penduduk. Pembagian beban ini harus didasarkan atas 

kepentingan masing-masing orang dalam tugas-tugas pemerintah, termasuk 

perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.  
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c. Teori Gaya Pikul 

Teori ini menekankan pada asas keadilan, bahwasannya pajak haruslah sama 

beratnya untuk setiap orang. Gaya pikul seseorang dapat diukur berdasar 

besarnya penghasilan dengan memperhitungkan besarnya pengeluaran atau 

pembelanjaan seseorang. Dalam pajak penghasilan untuk wajib pajak orang 

pribadi, gaya pikul untuk pengeluaran atau pembelanjaan dinyatakan dengan 

sejumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak.  

d. Teori Kewajiban Pajak Mutlak 

Teori ini tidak mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan 

warganya. Paham ini mengajarkan bahwa karena sifat suatu negara maka 

timbullah hak mutlak untuk memungut pajak. Persekutuan berhak atas satu dan 

yang lain, untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk 

pembayaran pajak.  

e. Teori Asas Gaya Beli  

Teori ini tidak mempersoalkan asal mula negara memungut pajak, melainkan 

hanya melihat pada efeknya,dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar 

keadilannya. Teori ini mengajarkan bahwa penyelenggaraan kepentingan 

masyarakat inilah yang dapat dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan 

pajak.  

 

2.2.6 Tarif Pajak 

Menurut Waluyo dan Ilyas (2003:19), Struktur tarif yang berhubung dengan 

pola persentase tarif pajak dengan dikenal 4 (empat) macam tarif: 

a. Tarif Pajak Proporsional  

Tarif ini disebut juga dengan istilah Tarif Sebanding yaitu tarif berupa persentase 

yang tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. 

Contoh dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 10% atas penyerahan Barang Kena 

Pajak.  
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b. Tarif Pajak Progresif  

Tarif pajak progresif adalah tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar 

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Sebagai 

contoh, tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia untuk wajib pajak 

badan yaitu: 

1) Sampai dengan Rp 50.000.000,00 tarifnya 10%; 

2) Diatas Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 100.000.000,00 tarifnya 15%; 

3) Di atas Rp 100.000.000,00 tarifnya 30%. 

Memperhatikan kenaikan tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi: 

1) Tarif Progresif Progresif 

Dalam hal ini kenaikan persentase pajaknya semakin besar. 

2) Tarif Progresif Tetap 

Kenaikan persentasenya tetap. 

3) Tarif Progresif Degresif 

Kenaikan persentasenya semakin kecil.  

c. Tarif Pajak Degresif  

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun apabila 

jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi semakin besar. 

d. Tarif Pajak Tetap 

Dalam tarif pajak tetap ini adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) 

terhadap berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Oleh karena 

itu, besarnya pajak yang terutang tetap. Sebagai contoh Tarif Bea Materai.  

 

2.2.7 Pengertian Subjek Pajak dan Wajib Pajak 

Menurut Mardiasmo  (2013:12), pengertian subjek pajak dan objek pajak 

adalah:  

a. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak; 

b.  Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, 

pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban 
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perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perudang-undangan perpajakan 

daerah. 

 

2.3 Pajak Penghasilan (PPh) 

2.3.1 Pengertian pajak penghasilan (PPh) 

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak 

atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 

2013:74). 

 

2.3.2 Subjek Pajak Penghasilan 

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang 

diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, menurut Mardiasmo (2013:156).  

a. Yang menjadi subjek pajak adalah:  

1) Orang Pribadi. 

2) Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

3) Badan,terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan 

nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi social politk, atau 

organisasi sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya. 

4) Bentuk Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri 

(baik orang pribadi atau badan) untuk menjalakan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia. 

b. Subjek pajak dibedakan menjadi: 

1) Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari:  

a) Subjek pajak orang pribadi: 

(1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka 

waktu 12 bulan atau; 

(2) Dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat  untuk 

bertempat tinggal di Indonesia. 
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b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

2) Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari: 

a) Subjek Pajak orang pribadi, yaitu: 

Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 

183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima penghasilan dari 

Indonesia berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia; 

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia. 

b) Subjek Pajak badan, yaitu: 

Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia 

yang menerima penghasilan dari Indonesia, berupa: 

(1) Menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dalam Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia; 

(2) Dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari 

menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap 

di Indonesia. 

 

2.3.3 Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan menurut Mardiasmo (2013:158) 

adalah: 

a. Badan perwakilan Negara asing 

b. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari Negara asing 

dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan 

bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat: 
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1) Bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain dari jabatannya di Indonesia; 

2) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 

c. Organisasi-Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri  Keuangan 

dengan syarat: 

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh pennghasilan 

dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya 

berasal dari iuran para anggota. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri 

Keuangan dengan syarat: 

1) Bukan warga Negara Indonesia; 

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan 

dari Indonesia. 

 

2.3.4 Objek Pajak Penghasilan 

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap 

tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak, baik 

yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk 

konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 

bentuk apapun menurut Mardiasmo (2013:159). 

a. Yang menjadi objek pajak penghasilan adalah: 

1) Penggantian atau imbalan yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diperoleh atau diterima termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, 

bonus, gratifikasi uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. 

2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. 

3) Laba usaha. 

4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 
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a) Keuntungan kepada pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan 

badan lainnya sebagai pengganti saham atau pesertaan modal; 

b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau 

anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya; 

c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, 

pemecahan, pengambilan alih usaha, dan reorganisasi dengan nama dan 

dalam bentuk apapun; 

d) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hadiah, bantuan atau 

sumbangan; 

e) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak 

penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan 

perusahaan pertambangan. 

5) Penerimaan kembali pengembalian pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. 

6) Biaya termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian 

utang. 

7) Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun,termasuk deviden dari 

perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha 

koperasi. 

8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak. 

9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 

10) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. 

11) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu 

yang telah ditetapkan denagn Peraturan Pemerintah. 

12) Keuntungan kerena selisih kurs mata uang asing. 

13) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. 

14) Premi asuransi. 

15) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari 

Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 
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16) Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang dikenakan 

pajak. 

17) Pengasilan dari usaha yang berbasis syariah.Imbalan bunga sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum 

dan tata cara perpajakan. 

18) Surplus Bank Indonesia. 

b. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan adalah: 

1) Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima oleh 

keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan, pendidikan, sosial termasuk yayasan koperasi, atau orang pribadi 

yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunanya diatur dengan 

atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

2) Warisan 

3) Harta sebagai peengganti saham atau setoran modal. 

4) Imbalan natura. 

5) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada Orang Pribadi. 

6) Deviden yang diperoleh Wajib Pajakdalam negeri dengan syarat berasal dari 

laba ditahan dan kepemilikan 20%. 

7) Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai. 

8) Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan. 

9) Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi. 

10) Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh Peraturan 

Menteri Keuangan. 

11) Beasiswa. 

12) Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang. 

13) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelengara Jaminan 

Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 
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2.4 Pajak Penghasilan Pasal 21  

2.4.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal  21 

Menurut Resmi (2016:175), pajak penghasilan pasal 21 selanjutnya disebut PPh 

Pasal 21 merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri atas penghasilan yang terikat dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan 

yang dimaksudkan meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain 

dengan nama dan dalam bentuk apa pun.  

 

2.4.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Halim et al (2014:89), berdasarkan Peraturan Mentri Keuangan 

Nomor 252/KMK.03/2008 yang termasuk pemotongan PPh pasal 21, meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat 

maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh 

pegawai atau bukan pegawai;  

b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang 

kas pada pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, 

Instansi atau lembaga Pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan 

Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, 

upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerja atau jabatan, jasa, dan kegiatan; 

c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-

badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua, atau jaminan 

hari tua; 

d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan 

yang membayar: 
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1) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa 

dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek 

Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan 

bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas 

nama persekutuannya; 

2) Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubung dengan kegiatan 

dan jas yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar 

negeri; 

3) Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan 

magang. 

e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintahan, organisasi yang 

bersifat Nasional dan Internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga 

lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, 

atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.  

 

2.4.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Tansuria (2010:11), penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 

berdasarkan ketentuan, adalah: 

a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap,baik berupa 

penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur; 

b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur 

berupa uang pensiun atau penghailan sejenisnya; 

c. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan 

sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang 

pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan 

pembayaran lain sejenis; 
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d. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, 

upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara 

bulanan; 

e. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komis, fee, dan 

imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan; 

f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang 

representasi, uang rapat, honorarium, hadiah/penghargaan dengan nama dan 

dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.  

 

2.4.4 Tidak Termasuk Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Halim et al (2014:93), yang tidak termasuk dalam pengertian yang 

dipotong PPh Pasal 21 tertera di bawah ini. 

a. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi 

sehubungan kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna , 

dan asuransi beasiswa; 

b. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun 

diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan sebagaimana 

dimaksudkan dalam poin 7 objek pajak PPh pasal 21; 

c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendirinya telah 

disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan 

hari tua kepada badan penyelenggaraan tunjangan hari tua atau badan 

penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja; 

d. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga 

amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan 

keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia 

yang diterima oleh orang pribadiyang berhak dari lembaga keagamaan yang 

dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan 

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang 

bersangkutan; 
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e. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) poin 1 Undang-Undang 

Pajak Penghasilan.  

 

2.4.5 Dasar Pengenaan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Menurut Tansuria (2010:18), yang menjadi dasar pengenaan dan pemotongan 

PPh pasal 21 adalah: 

a. Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi: 

1) Pegawai tetap; 

2) Penerima pensiun berkala; 

3) Pegawai tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah 

kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi 

jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sebulan untuk wajib pajak 

sendiri; 

4) Bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. 

b. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp 150.000 sehari (bagian penghasilan 

yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 sehari), yang berlaku bagi 

pegawai tidak tetap yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, 

atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 

bulan kalender belum melebihi jumlah PTKP sebulan untuk diri Wajib Pajak 

sendiri; 

c. 50% dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi bukan pegawai yang 

menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan; 

d. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain yang 

disebutkan di uraian sebelumnya. 

 

2.4.6 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 

Beberapa tarif berikut ini digunakan sebagai dasar menghitung PPh pasal 21: 

a. Tarif pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dengan 

ketentuan sebagai berikut dapat dilihat pada tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Lapisan Penghasilan Kena Pajak 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

Rp 0 s.d Rp 50.000.000 5 % 

Di atas Rp 50.000.000 s.d. Rp 250.000.000  15% 

Di atas Rp 250.000.000 s.d. Rp 500.000.000  25% 

Di atas Rp 500.000.000 30% 

Sumber:pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

b. Tarif Khusus 

1) Tarif khusus berikut diterapkan atas penghasilan yang bersumber dari APBN 

yang diterima oleh pejabat PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya. 

a) Tarif 0% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan I 

dan Golongan II, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Tantama dan 

Bintara, dan pensiuannya; 

b) Tarif 5% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan III, 

anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Pertama dan pensiuannya; 

c) Tarif 15% dari jumlah bruto honorarium atau imbalan bagi PNS Golongan 

IV, anggota TNI/Polri Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Tinggi, 

dan pensiuannya. 

2) Tarif Khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang pensiun  yang 

diterima sekaligus; 

a) Tarif 0% dari penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000; 

b) Tarif 5% dari penghasilan bruto di atas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 

100.000.000; 

c) Tarif 15% dari penghasilan bruto di atas Rp 100.000.000 sampai dengan Rp 

500.000.000; 

d) Tarif 25% dari penghasilan bruto di atas Rp 500.000.000. 
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3) Tarif Khusus berikut diterapkan atas penghasilan berupa uang manfaat pensiun, 

tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; 

a) Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000; 

b) Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000. 

4) Tarif khusus 5% atas upah/uang saku harian, mingguan, borongan, satuan yang 

diterima oleh tenaga kerja lepas yang mempunyai total upah sebulan kurang 

dari Rp 8.200.000 (dibayarkan tidak secara bulanan). 

(Resmi ,2016:183) 

 

2.5 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut 

BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang dibentuk berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

pada website resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

http://m.bpjsketenagakerjaan.go.id/ (diakses pada17 April 2017). 

  

2.5.1 Kantor Penyuluhan Jaminan Sosial 

a. Kantor penyuluhan jaminan sosial  

Merupakan organisasi yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum 

yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan jaminan sosisal disektor 

Penerima Upah dan Bukan Penerima Upah. 

b.Penyuluh Jaminan Sosial 

Yang selanjutnya disebut penyuluh jaminan sosial (jamsos) adalah orang/ 

perorangan/ individu yang telah lulus pendidikan sebagai penyuluh jamsos dan 

ditugaskan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan sosialisasi, edukasi, 

akuisisi serta membantu pengurusan adminitrasi kepesertaan program Jaminan 

Sosial Ketenagakerjaan.  
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2.5.2 Program Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial 

Dalam program-program jaminan sosial badan penyelenggaraan jaminan sosial 

memberikan perlindungan paripurna bagi: 

a. Pekerja Penerima Upah  

Pekerja penerima upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja 

dengan menerima gaji atau upah. 

Perlindungan paripurna bagi pekerja penerima upah terdapat 4 (empat) jenis 

program, yaitu 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja, meliputi 

perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta ditempat 

kerja, termasuk perjalanan dinas 

2) Jaminan Kematian(JKM) 

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko meninggal dunia bukan karena 

kecelakaan kerja  

3) Jaminan Hati Tua (JHT) 

Perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk 

menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan 

4) Jaminan Pensiun (JP) 

Perlindungan untuk pekerja atas hilangnya penghasilan saat mencapai usia 

pensiun  

b. Pekerja Bukan Penerima Upah  

Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan 

atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan dari kegiatan 

atau usahanya tersebut yang meliputi : Pemberi Kerja; Pekerja di luar hubungan 

kerja atau Pekerja mandiri dan Pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar 

hubungan kerja yang bukan menerima Upah, contoh Tukang Ojek, Supir Angkot, 

Pedagang Keliling, Dokter, Pengacara/Advokat, Artis, dan lain-lain. 
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Perlindungan paripurna bagi bukan pekerja penerima upah terdapat 3 (tiga) jenis 

program, yaitu: 

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko kecelakaan kerja, meliputi 

perlindungan dari rumah menuju tempat kerja dan sebaliknya, serta ditempat 

kerja, termasuk perjalanan dinas 

2) Jaminan Kematian(JKM) 

Perlindungan untuk pekerja terhadap resiko meninggal dunia bukan karena 

kecelakaan kerja  

3) Jaminan Hati Tua (JHT) 

Perlindungan untuk pekerja terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk 

menghadapi masa tua dalam bentuk tabungan. 

 

2.5.3 Jaminan Hari Tua  

a. Tentang Jaminan Hari Tua  

Program Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan program penghimpun dan yang 

ditujukan sebagai simpanan yang dapat dipergunakan oleh peserta, terutama 

bila penghasilan yang bersangkutan terhenti karena berbagai sebab, seperti 

cacat total tetap, telah mencapai usia 56 tahun, meninggal dunia atau berhenti 

bekerja (PHK, mengundurkan diri, atau meninggalkan Indonesia untuk selama-

lamanya).  

b. Manfaat Jaminan Hari Tua 

Pembayaran manfaat JHT dapat diambil sekaligus apabila peserta telah 

memasuki masa pension, cacat total tetap, meninggaldunia, ataupun berhenti 

bekerja (dengan masa tunggu 1 (satu) bulan). Pembayaran manfaat JHT dapat 

diberikan sebagaian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa 

kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun. Besarnya manfaat JHT adalah 

sebesar nilai akumulasi seluruh iuran yang telah disetor ditambah hasil 

pengembangannya yang tercatat dalam rekening perorangan peserta dan 
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dibayarkan sekaligus. Pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu, paling 

banyak 30% dari jumlah JHT, yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah 

atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa 

pension.. 

c. Iuran Jaminan Hari Tua   

Adapun Iuran jaminan hari tua dapat dilihat pada tabel 2.1  

Tabel 2.2 Jumlah Persentase Jaminan Hari Tua  

Program BPJS 

Ketenagakerjaan 

% iuran dikali upah dan menjadi 

tanggungan 

Pemberi Kerja Pekerja 

Jaminan Hari Tua 3,7 2 

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

 

2.6 Akuntansi Pajak  

2.6.1 Pengertian Akuntansi Pajak  

Menurut Supriyanto (2011:2), akuntansi pajak adalah suatu proses pencatatan, 

penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan 

kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai 

dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat 

Pemberitahuan Tahunan. 

 

2.6.2 Proses Akuntansi Pajak  

Proses akuntansi perpajakan tidak jauh beda dengan proses akuntansi seperti 

biasanya. Akuntansi selalu dimulai dengan transaksi yang akan dicatat. Transaksi ini 

kaitannya dengan informasi keuangan yang dapat dinilai dengan uang, bukan informasi 

non-keuangan. Lalu transaksi ini akan dicatat pada suatu Jurnal, kemudian di posting, 

lalu dimasukan ke dalam neraca lajur dan diakhiri dengan pembuatan laporan 
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keuangan. Laporan keuagan ini dapat dibuat secara bulanan atau tahunan  (Supriyanto, 

2011:5). 

 

2.6.3 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21  

Supriyanto (2011:36) menyatakan, akuntansi PPh pasal 21 adalah proses 

pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah 

dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan atau 

pemungutan PPh pasal 21, pembayaran PPh pasal 21 dan juga pembayaran gaji atau 

upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan 

perpajakan yang berlaku.  

Contoh Pencatatan akuntansi pajaknya yaitu:  

a. Jurnal pemotongan  

Beban JHT  xxx 

PPh pasal 21  xxx 

Kas    xxx 

 

b. Jurnal pembayaran  

Beban JHT  xxx 

Bank    xxx 

PPh pasal 21  xxx 
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BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilaksanaakan di Kantor Badan 

Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Jember Jl. Letjend Sutoyo 15 A 

Jember.  

 

3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sesuai surat yang dikeluarkan oleh 

Fakultas, terhitung mulai tanggal 1 Maret s/d 31 Maret 2017. Hari efektif Praktek Kerja 

Nyata di Kantor Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah  

Tabel 3.1  Daftar hari dan jam kerja Praktek Kerja Nyata di Kantor Badan Penyelengara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember 

Hari Jam Kerja  Istirahat 

Senin-Kamis 08.00-17.00 12.00-13.00 

Jum’at 08.00-17.00 11.30-13.00 

Sabtu Libur - 

Sumber : Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember 

tahun 2017  

 

3.2 Ruang Lingkup Kegiatan  

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Pada Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan pada Kantor Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan penulis berada pada beberapa seksi, 

diantaranya: 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


32 
 

a. Seksi Pelayanan  

Pada seksi ini pemberian tugas dengan membantu memeriksa kelengkapan 

dokumen yang dibawa oleh peserta untuk pengajuan jaminan kematian, 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua dan jaminan pensiun dan 

memasukkannya pada drop box. Bila ada keluhan dapat memberikan antrian 

informasi kepada peserta. Pada seksi pelayanan ini dilakukannya penetapan 

pembayaran jaminan serta ditetapkannya tarif pajak penghasilan atas jaminan 

hari tua. 

b. Seksi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum  

Pada seksi ini pemberian tugas dengan membantu memeriksa surat keluar dan 

surat masuk. Serta mengurutkan arsip sesuai kode transaksi dan tanggal 

pembayaran klaim; 

c. Seksi Pemasaran  

Pada seksi ini pemberian tugas dengan membantu mengarsip peserta aktif dan 

peserta non aktif. Serta membantu log in peserta untuk mencetak kartu BPJS 

Ketenagakerjaan; 

d. Seksi Keuangan dan Teknoligi Informasi  

Pada seksi ini pemberian tugas dengan mengarsip pengajuan pencairan yang 

telah dibayarkan, dan memeriksa dokumen pelayanan jaminan  tersebut telah 

lulus dibayarkan dengan lunas. 

Berdasarkan pada pelaksanaan praktek kerja nyata ini penulis membuat laporan 

praktek kerja nyata dengan mengambil data-data sesuai pemberian tugas oleh setiap 

seksi dengan judul “Prosedur Penetapan Tarif Pajak Penghasilan atas Pencairan 

Jaminan Hari Tua pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 

Cabang Jember  ” 

 

3.2.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata  

Mahasiswa sebagai pelaksana Praktek Kerja Nyata dilibatkan dalam beberapa 

kegiatan kerja serta mempelajari proses pengadminitrasian perpajakan pada Kantor 
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Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  Cabang Jember. 

Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember sebagai berikut:  

Tabel 3.2  Daftar Kegiatan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan  Cabang Jember. 

No Waktu 

Pelaksanaan 

Kegiatan Hasil Kegiatan  

(a) (b) (c) (d) 

1. Rabu , 1 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia  

 

a. Briffing dan Perkenalan 

b. Belajar memahami 

kegiatan apa saja yang 

berada BPJS 

Ketenagakerjaan dengan 

mempresentasikan  

c. Menomori surat keluar dan 

surat masuk  

d. Mengentry data Jaminan 

Hari Tua (JHT) 

a. Dapat berkenalan 

dengan seluruh 

karyawan BPJS 

Ketenagaan kerjaan  

b. Dapat mengetahui 

awal berdirinya BPJS 

Ketenagakerjaan dan 

manfaat dari program 

yang ditawarkan  

c. Dapat mengetahui 

arsip surat keluar dan 

surat masuk  

d. Dapat mengetahui 

arsip jaminan hari tua 

peserta pengajuan 

klaim 

2 Kamis, 2 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif  

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 
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(a) (b) (c) (d) 

 Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Mengarsip berkas klaim 

setiap hari 

b. Dapat mengetahui 

proses pelayaan atas  

klaim  

 

 

3 Jum’at, 3 Maret 

2017  

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia  

 

a. Kerja bakti (bersih kantor) 

Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu mengarsip 

jumlah peserta setiap 

perusahaan 

c. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim  

 

4 Senin, 6 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia  

 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

Membantu mengamplop surat 

edaran untuk peserta pada 

perusahaan  

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Mengarsip berkas klaim 

setiap hari 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim  

 

5 Selasa, 7 Maret 

2017 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari  
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(a) (b) (c) (d) 

 Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

b. Membantu melaminating 

kartu peserta BPJS  

c. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

d. Mengarsip berkas klaim 

setiap hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim  

 

6 Rabu, 8 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia  

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Mengarsip berkas klaim 

setiap hari 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

7 Kamis, 9 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia  

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu melaminating 

kartu peserta BPJS 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

8 Jum’at, 10 Maret 

2017 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor dan  

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 
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(a) (b) (c) (d) 

 Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

senam BPJS ketenagakerjaan 

b. Membantu log in peserta 

BPJS ketenagakerjaan 

c. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

jumlah peserta yang  

telah mendaftaran 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

9 Senin, 13 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu menyusun 

amplop berisi saldo peserta 

BPJS ketenagakerjaan 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Mengarsip data 

rincian saldo peserta  

10 Selasa, 14 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan  

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu mengamplop 

surat edaran untuk peserta 

pada perusahaan  

c. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 
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(a) (b) (c) (d) 

 Sumber Daya 

Manusia 

 Dapat mengetahui 

apakah perusahaan 

tersebut tertib 

melakukan 

pembayaran iuran 

11 Rabu, 15 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM dan JP 

c. Membantu log in peserta 

BPJS ketenagakerjaan 

d. Membantu menstempel 

berkas pencairan jaminan 

setiap hari 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim  

c. Dapat mengetahui 

jumlah peserta yang 

telah mendaftaran 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

 

12 Kamis, 16 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengarsip 

jumlah peserta setiap 

perusahaan 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 
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(a) (b) (c) (d) 

13 Jum’at, 17 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor dan 

senam BPJS 

ketenagakerjaan 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU)  

d. Membantu melaminating 

kartu peserta BPJS 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU  

 

14 Senin, 20 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU  

15 Selasa, 21 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif  

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 
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(a) (b) (c) (d) 

 Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

c. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

d. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

16 Rabu, 22 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan  

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran  

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim  

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

17 Kamis, 23 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 
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(a) (b) (c) (d) 
 

(b) (c) (d) 

   c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

18 Jum’at, 24 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan 

untuk klaim JKK, JHT, JKM, 

dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

19 Senin, 27 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang  

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c.  Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

20 Rabu, 29 Maret 

2017 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari  
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(a) (b) (c) (d) 

 Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU  

21 Kamis, 30 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan 

Sumber Daya 

Manusia 

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

22 Jum’at, 31 Maret 

2017 

Penanggung 

jawab : Anif 

Mubasir selaku 

Kepala Bidang 

Umum dan  

a. Briffing pagi membahas 

permasalahan kantor 

b. Membantu tugas 

pelayanan untuk klaim 

JKK, JHT, JKM, dan JP 

c. Membantu mengisi arsip 

formulir pendaftaran 

a. Dapat mengevaluasi 

permasalan pada hari 

sebelumnya dan cara 

mengatasinya 

b. Dapat mengetahui 

proses  pelayaan atas  

klaim 
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Sumber: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Jember 

maret tahun 2017  

 

3.3 Jenis dan Sumber Data  

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data 

kuantitatif. Data kuantitatif adalah data informasi yang berupa simbol angka atau 

bilangan. Data kuantitatif pada pelaksanaan kegiatan ini berupa arsip peserta pengajuan 

pembayaraan jamnan hari tua, penetapan jaminan hari tua, bukti pemotongan pajak, 

yang dinyatakan dalam bentuk sistem elektronik. 

 

3.3.2 Sumber Data 

 Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah 

berikut: 

a. Data primer adalah data yang diperoleh dari subjek pajak dan wajib pajak. Data 

primer terkait dengan data-data terkait bukti penetapan pajak yang dikenakan 

kepada Subyek Pajak oleh Wajib Pajak.  

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain berupa data olahan yang 

memperkuat data primer. Sumber data sekunder seperti arsip pengajuan peserta 

atas pencairan jaminan hari tua.  

 

(a) (b) (c) (d) 

 Sumber Daya 

Manusia 

d. peserta bukan penerima 

upah (BPU) 

e. Membantu mengarsip data 

peserta aktif dan tidak aktif 

(e-login) 

c. Dapat mengetahui 

proses pendaftaran 

untuk  peserta BPU 

Dapat mengetahui 

peserta tersebut aktif 

dan tidak aktif 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja 

Nyata ini adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, 

observasi sebelumnya dan referensi yang berhubungan dengan laporan Praktek 

Kerja Nyata ini. 

b. Observasi  

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan 

sengaja, dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala yang 

terjadi. Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengobservasi data-data 

Wajib Pajak yang menerima penetapan jaminan hari tua yang ditetapkan 

pemotongan tarif pajak khusus.  

c. Wawancara 

Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara 

narasumber dan pewawancara. Pada Praktek Kerja Nyata ini bertujuan untuk 

memberikan informasi terkait proses Wajib Pajak disini adalah Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan yang melakukan 

pemotongan atas tarif pajak khusus kepada Subjek Pajak yang dimaksudkan ialah 

peserta pencairan Jaminan Hari Tua.   
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BAB 5. PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan di Kantor badan 

penyelenggara jaminan sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jember dan 

berdasarkan uraian tentang penetapan tarif pajak penghasilan atas pencairan jaminan 

hari tua  yang telah didapatkan, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

Pada pengajuan pencairan klaim atas jaminan hari tua dalam penetapan 

pembayaran dilakukan oleh tim verifikator BPJS Ketenagaan Jember yang akan 

disetujui oleh tim approved yaitu kabid pelayanan dan akan disertakan pula penetapan 

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan atas penghasilan berupa uang 

manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, yaitu: 

a. Tarif 0% atas penghasilan bruto sampai dengan Rp 50.000.000; 

b. Tarif 5% atas penghasilan bruto diatas Rp 50.000.000; 

Sesuai tata cara pemotongan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ 

PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas 

Penghasilan Berupa Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan 

Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus. Dikarenakan didalam iuran tersebut 

berisi iuran dari pemberi kerja sebesar 3.7% dan persentase tersebut merupakan 

penghasilan tambahan yang diberikan oleh permberi kerja atau perusahaan, yang 

merupakan penghasilan luar dari gaji pokok peserta  

 

5.2 Saran  

Adapun saran yang diberikan pada laporan tugas akhir praktek kerja nyata ini 

yaitu: 

a. Karena banyak peserta yang kurang mengetahui adanya pemotongan pajak 

dalam pembayaran jaminan hari tua yang diperoleh peserta, maka harus ada 

edukasi lebih dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang terbaru. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


59 
 

Penghasilan ini merupakan penghasilan tambahan dari pemberi kerja yansg 

memberi fasilitas jaminan sosial bagi para karyawan. Sosialisasi dapat 

dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan  dengan 

bekerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember serta 

mengadirkan para peserta agar lebih terarah; karena adanya penetapan tarif 

pajak ini juga menambah iuran kas Negara. 

b. Adanya sistem informasi jaminan sosial tenaga kerja memang sangat 

membantu tapi adakalanya sistem tersebut mengalami masalah koneksi 

jaringan pada server yang cukup menggangu pekerjaan para pekerja BPJS 

Ketenagakerjaan sendiri, harus ada solusi pemecahan masalah koneksi 

jaringan pada server pusat ini atau juga bisa dibuatkan 1 (satu) sistem 

tambahan agar mempermudah bila server utama bermasalah; 
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Lampiran 1. Pengantar Magang 
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Lampiran 2. Persetujuan Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervise 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


66 

 

 Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Tugas Akhir Praktek Kerja 

Nyata 
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Lampiran 6. Daftar Konsultasi Bimbingan Dosen  
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 Lampiran 7. Nilai Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 8. Daftar Hadir  Praktek Kerja Nyata 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


70 

 

Lampiran 9. Contoh Formulir Pengajuan Pembayaran Jaminan Hari Tua 
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Lampiran 10. Contoh Pemberitahuan Putus Hubungan Kerja Dari Perusahaan  
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Lampiran 11. Contoh Referensi atau Pengalaman Kerja dari Perusahaan 
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Lampiran 12.Contoh Kartu Keluarga Peserta 
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Lampiran 13. Contoh Buku Tabungan Milik Peserta  
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Lampiran 14. Contoh Email Konfirmasi Tenaga Kerja 
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Lampiran 14. Contoh Email Konfirmasi Tenaga Kerja 
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Lampiran 15. Contoh Rincian Saldo Jaminan Hari Tua Peserta  
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Lampiran 16. Contoh History Saldo Tenaga Kerja  
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Lampiran 17.Contoh Tanda Terima Pengajuan Jaminan Hari Tua  
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Lampiran 18. Contoh Prooflist Penetapan Jaminan Hari Tua  
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Lampiran 19. Contoh Penetapan Jaminan Hari Tua  
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Lampiran 20. Contoh Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 
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Lampiran 21. Kartu Tanda Penduduk, Kartu Jamsostek (BPJS Ketenagakerjaan) 

dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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Lampiran 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/ PMK.03/2010 
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